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EROMOKOTAHUN ANGGARAN 2022
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PASEKAN ,

bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud
dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka
dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran
masyarakat Desa;

bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022
yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan
pemerintahan Desa berdasarkan prinsip Kkebersamaan,
efisiensi, berkeadilan, berkeclanjutan, berwawasan lingkungan,
dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam
mclaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju
masyarakat yang adil, makmur, dan sejahilera;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa
tentang Anggaran DPendapatan dan Belanja Desa Pasekan
Kecamatan KEromoko Tahun Anggaran 2022,

Undang-Undang Nomor 13 Tahun1950 tentang Pembentukan
Daerah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa
Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tanggel 8 Agustus
1950);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
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dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor43 Tahun
2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6231);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun
2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Ncgara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Keduaatas Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang
Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5864);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014
tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Dacrah Tertinggal,
Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020
Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
Peraturan Menterl Keuangan Republik Indonesia Nomor
190/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
Peraturan Dacrah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2016
tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten
Wonogiri Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerali
Kabupaten Wonogiri 137) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 15 Tahun 2016
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupalen
Wonogiri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Keuangan Desa
(Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri tahun 2016 Nomor 14,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 148);
Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 8 Tahun 2021
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Wonogiri Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten
Wonogiri Tahun 2021 Nomor 8);

Peraturan Bupati Wonogiri Nomor31 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten
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Wonogiri Tahun 2019 Nomor 31 sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 39 tahun 2020
tentang pengelolaan keuangan Desa (Berita daerah Kabupaten
Wonogiri tahun 2020 nomor 39);

Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 56 Tahun 2019 tentang
Penetapan Besaran  Penghasilan Tetap Dan Tunjangan
Kepala Desa Dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten
Wonogiri Tahun 2019 Nomor 56);

Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 10 Tahun 2020 tcntang
Pengadaan Barang dan Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten
Wonogiri Tahun 2020 Nomor 10);

Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 69 Tahun 2021 tentang
Standarisasi Indeks Belanja Desa Tahun Anggaran 2022
(Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 Nomor 69);
Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 76 Tahun 2021 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran pcndapatan dan belanja
desaTahun anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri
Tahun 2021 Nomor 78);

Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 1 Tahun 2021 tentang
Pembagian Alokasi Dana Desa Bagi Desa di Wilayah
Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah
Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 Nomor )4 H

. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata

Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Tahun
Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun
2021 Nomor 2);

Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 3 Tahun 2021 ftentang
Pembagian Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Bagi Desa di
Wilayah Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2021 (Berita
Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 Nomor 3);

Peraturan Desa Pasekan Nomor 4 Tahun 2021 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Desa Pasekan Tahun Anggaran
2022 (Lembaran Desa Pasekan Tahun 2021 Nomor 4);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PASEKAN
dan
KEPALA DESA PASEKAN

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESAPASEKAN KECAMATAN EROMOKO
TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
2022 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa Rp. 1.971.556.000
2. Belanja Desa Rp.2.010.212.013
‘Surplus/Defisit Rp. (58.656.013)

3. Pembiayaan Dcsa
a. Penerimaan Pembiayaan Rp. 58.656.013
b. Pengeluaran Pembiayaan Rp. 20.000.000
Selisih Pembiavaan (a-b) Rp. (38.656.013)



Pasal 2
Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Peraturan Desa ini:

Pasal 3
Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:
a. APB Desa;
b. daftar penyertaan modal, jika tersedia;
¢. daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
d.daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun
anggaran sebelumnya, jika ada.

Pasal 4
Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5
(1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk
penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan
mendesak.
(2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak lerduga.

(3) Pemerintah  Desa  dapat melakukan  kegiatan
penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan
mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang
selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa
tentang perubahan APBDesa.

(4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
memenuhi kriteria:

a, bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas
pemerintah Desa dan tidak dapatl diprediksi
sebelumnya;

b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;

c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;

d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran
dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh
kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan
sosial; dan

e. berskala lokal Desa,

Pasal ©
Dalam hal terjadi:
a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan
Desa pada tahun berjalan;
b.keadaan yang menyebabkan harus dilakukan
pergeseran antar objek belanja; dan
c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya
dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam
tahun berjalan.

kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa
dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa
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tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya
kepada BPD,

Pasal 7
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Desa Pasekan .

Ditetapkan di Pasekan
pada tanggal 11 Januar 2022

/'7\
Pon WEUPATE, REEPALA DESA PASEKAN
A4S :

ARAN DESA PASEKAN TAHUN 2022 NOMOR 3



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

BELANJA DESA PASERAN RRCAMATAN
EROMOKO TAHUN 2022

PEMERINTAH DESA PASEKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
KUDE RERENING URAIAN ANGGARAN SUMBER DANA
o et
B FENDAPATAN 1.971.886.000
4 Pendaputan Asli Desa . 32.420.000
e Hasll Usaha Desa 2,500.000
49 Ragl Hagil BUMDex 2.500.000 | PAD
4 Bagi Hasll RUMDax Baraama —
4 Hasil Usaha Dass .

) 4 l'engelolann Tanah Kas Dasa -
- Twnbamn Parahi _- : 1
< Pasar Nesa -
B Tempat Peroding Unum i -
4 dm;u;ym Irignni Dasa 3
4 7 Pelslangan Ikan Mibk Desa
4 Hasil Kios Milikk Desa -
1 Pemanfaatan Sarana/ Pnnn.m\ Qlahraga
4 Gadung/ Bangursu Milik Desa
4 Hawil Mata A Desa /Sarana Air Bersih Deun

B . Hasil Wisin/ Teimpul Rehisasi/ Makam dan/atau letilasan yang dikelola oleh
Deca -

1 Hasil Lumbung Desa
a Haoil Peralatan Milik Desx yaug dikelola alsh Nasa =
A Hanil Aeel Desa Luinnya
B Bwudaya, Partisipas! dan gotong royouy »
4 I1asil Swadays, Partisipasi dan Gotomg Royong,
4 Lain-iain pendsputa asli desa 29.920.000
B Haxil Pungutun Desa |
4 Hasil Pengelolaan Tanah Benghkok 29 920 D00 | PAD
4 Pendapatan Transfer 1.935.136.000
4 Dana Desa lémm.ow
4 Dana Dasa ¥24.778.000 | DD8
4 Bagl Hasil Pajak dan Retribusl 26.890.000 B
1 Baginn dari Hagil Pajak Kabupamn/kn;n 20.709.000 | PBH
4 Bagian dar Retribusi Dasrah Kubupaten/kota 6.181.000 | PBH
4 Alokssl Dans Dess §76.468.000
4 Alokag) Dana Desa 576.468.000 | ADD
qa Bantuan Xsuangun Proviasi £11.000.000




KODE REKENING

URAIAN

ANGGARAN

SUMBER DANA

Bantuan Keusugan Provinsi

511.000.000

rs

Bantuan Eeuangan Kabupaten/Eota

Bantuan Keuangan Kabupsten/Kota

Psndapatan Lain.lain

Penerimunn darl Hasil Herjasama Aatar Desa

Penerimuan dari Haall Kerjagama Anuo Desa

Penerimasn dari Hasll Kerjasama dengan Pihak Eotiga

Meanerimann dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Ketiga

Penerimaan Bentusn dasi Perusahasn yung Berlokas! di Deas

Penarimann Banruan darl Perusahaan yang Herlokam di Desa

IMClglw&-ﬂHMhtlp

Hibah dan Sumbangan dan Mihak Ketiga

Eorcko!l Eosalahan Balanja Tahun-tahun Sehalumnya

Koreksi Kesalahan Dealarga ‘Tahun tahun Sabslumnya

Bunge Bank

Bunga Bank

Lain-lain Peudapatan Desa Yang Seh

Lain lain Pandaparan Dess Yuug Sah

JUMLAH PENDAPATAN

1.971.886.000




-
e e Bl
1 - - | DIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA 828,201,960
1 1 - _MIMMMIMJAMMU,
TUNJANGAN DAN OPERASIONAL PEMERINTAHAN DESA 789,601,960
1 1| 1 | PENVEDIAAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA 52,800.000
1 1 1 5 | Belungn Pegawai .'i? ROO.000
1 1 2 - | Penyediaan Penghas WMWMWMM 406.740.000
1 1 2 5 1 Buelunja Pagawml 406 740 Lno
1 1 3 - | Penyedisan Jaminan Sosial bagl Kepala Dass dan Perungkat Desa 18.036.960
) i 3| & | 1 | Belugu Pegawai 18,036,960
e . b e
1 1 4 | PENYEDIAAN OPERABIONAL PEMERINTAH DESA (ATK, HONOR Pm 34.385.000
1 | - 5 2 | Belagje Barang dan Jass 35 335 000
1 1 3 - | PENYEDIAAN TUNJANGAN BFD B6.700.000 |
1 1 s| s 1 | Halarga Pogawal 56 700,000
1 1 6 - — PENTEDIAAN OPERABIONAL BFD (RAPAT, ATK, MAKAN MTNUM, PAKAIAN 970,000
1 1 5] 5 | 2 | Beluyu Barang dan Jsw Q70 OiX)
1 1 7 Penyedisan Insentif/Opsrasional RT/RW 153.600.000
1 1 7 5 2 | Belanja Rarang dun Jusa 153.600.000
1 1 20 PENYEDIAAN TAMBAHAN TUNJANGAN KRPALA DESA DAN PERANGKAT 65,370,000
1 1 90 5 1 Helarja m\wﬂ AS 370.000
1 2 - SUB BIDANG SARANA DAN PRASARANA PEMERINTAHAN DESA 1.800.000
= e —
1 2 1 . | PENYEDIAAN SARANA (ASET TETAF) FERKARTORAN/PEMERINTAHAN L.800,000
1 2 1 5 2 | Ralarya Barang dun Jonn 11,800 000 ‘
i 3 - - | SUB BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL, 5.000.000
1 3 2 - | Peny Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa ™) 2.000.000
1 3 2] & 2 | Balanja Bursuy dau Jasa 2.000.000
1 3 5 5 2 | Update Data 8DCS3 1.000 ODO
1 3 5 5 2 Updata Data Prodesioel 1.000.000
1 3 ] . | PEMETAAN DAN ANALISIS mﬂﬂ DESA SECARA rmmnm 3.000.000
1 3 sl & 2 | Belunja Rarang dan Jasa 3.000.000
i a3 3 b 3 | Varval DTRS Talap | 1.500.000
1 | s 5] 5 | 2 | Verval DTKS Tulwp !! 1.500.000
1 4 - . | SUD DIDANG TATA PRAJA PEMERINTAHAN, m-m, KEUANGAN 18.800.000
DAN PELAPORAN
1 1 1 + | Penyelenggaraan Musyswarah Ferencanaan Desa/Pembuhasan APRDes 4,000,000
1 4 1| s 2 | Belayja Basang dan Jdasa .
1 Bl 1| 5 2 | 2 Musrenhangdes RKFD 2.000.000
1 4 1| s 2 | 3. Murrenbungdes RKPDex 2.000.000
1 4 3 - | Penynaunan Dokumen Pefenicanaan Desa (W{Mn RiFPDesa dll) 1.000.000
1 1 J s 2 Anlanja Darang dem Josn 1,600,000
1 4 3| 8 2 | Penyusunan Dokumeon KKPDes 1.000.000
1| & [ - Mymnmumhmmammnm.tﬂf . 2 00N 000
1 1 4 5 2 | Belwyn Harang dan Jsa 3.000.000
1 = 1 5 2 | Penyusunan APNiDas 1.000.000
1 4 4 5 2 Penyusun APBDas Parubahian o 1.460.000
1 4 4 H 2 Penyusunan LPJ APBDes 1,000,000
1| & 5 | Pengclolun Adminiatrasl/ Inventarisasi/Peniintan Asst Decs 1,800,000
1 E} 51 8§ 2 | Balanja Barang dan Jass 1.500.000
1 4 6 T Penyusunun Eobljakan Dess (Perdes/Ferkudes solain 1,000,000
1 4 6 s 2 Nalania Harang dun Jusa
1.000.000
1 4 7 - hnmmmmmduwhmf 2.000.000
1 4 k2 A Belunja Barang dan Jaz= 2.000.000
1 4 7| 5 2 | Panyununan Laporan LPPD Keprda Bupati 1.000.000
1 4 7| B 2 | e LKP.) Kepada BPD )
yusurnun Laporan apada 1.600.600
1 4 8 - | Pengembangan Sistem Informasi Dess 3.300.000
1 1 8 a | a Ha dan J
Belan) Tang dan Jass e
1| 5 . - | 8UB BIDANG PERTANAHAN 13.000.000
1 5 1| 8 - | BERTIFIKABI TANAH KAS DESA 13,000.000
1 5 1] 5 2 | Belunja Modal 13,000,000
2 1 . - | 8UB BIDANC PENDIDIEAN 31.800.000
2 1 1 - | Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFarmal Millk $1.800.000
2 1 1 & dan Jasa
2 | Belanjs Buwuag dan 31.800.000
2 2 - SUB BIDANG KESEHATAN
20.370.000
2 2 2 - | Penyelenggaraan ruynnnn(mnmmm.mmuﬁm.mun 20.370.000
2 2 2] &8 2 | Belanja Barang dan Jasa 20.370.000
2 <] - =] SUB BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG $10.500.000
a 3 10 - | Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatun /Pengerasan Jalan Dosa ™) 462,000.000
a | 3 10| 5 | 3 |Belaugs Modal - 462.000.000
2 3 12 ~ | PEMBANGUNAN / REHABILITASI/ PENINGEATAN [FENGERASAN JALAN 38.500.000




48,500,000

I v - o | BCIIYQ Moaal
2 3 14 - | Pambangunan/Rehabilitas!/Peningkatan Prasaruna Jalan Dass (Goroug, 10.000.000
) a | [ s 3 | Bolanja Modal 10.000.000
s : WASAN PERMUKIMAN o
2 k) SUB BIDANG KA - 000
2 & 1 - - | Dukungan Palaksanaan Program Pembunguunn/Rehab Rumah Tidak 66.000.000
Y 1] s - | Bolanja Barang dun Jasa 65.000.000
) 4 93 PEMBANGUNAN /REHABILITAS]/ PENINGEATAR JARINGAN LISTRIK 2.000.000
2 4 93| 5 | 2 | Relanja Darang don Jasa 2:000.A00
2 [ s - - | SUB BIDARG PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI, DAN INFORMATIEA 1.380.000
2 6 2 - | Penyvlonggaraan Informuesi Publik Desu [Foster, Baliho DII) 1.380.000
2 ) 2 5 2 | Belama llarang dan Jasa m 1.380.000
3 - - - | BIDANG PEMBINAAN REMASYARAKATAN DESA
22.480.000
8| a - - | SUB BIDANG KESUDAYAAN DAN KEAGAMAAN - 1.700.000
3 2 3 - | Ponyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kobudayaan, den Hegamaan 1.700.000
3 2 3| 5 2 | Balanja Barwuy Jdan Jasa S von pen
3 2 3 5 2 Pﬁm_vnmnilun kemerdekunn 1.000 0N
3 2 il s 2 | Perayaan huri Judi Kah Wenogin 700.000
3 3 - | BUB RIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 2.780.000
3 E s - | Pembangunan/Rohabilitss!/Peningkwatan Sarana dan Prasarana 2,760,000
Deasa = e
) 3 b S 3 Beluign Modal 2.750.000
T 5| & | 3 [2.Tembangunan/Rehubilitasi/ Peningkatun Swwna dAn Prasarans Ol Rugs | R
Milik Dewun® L
3 4 . SUB BIDANG KELEMBAGAAN MASYARAKAT ~_18.000.000
3 | & 2 PEMBINAAN LEMD/LPM/LFMD 3.000.000 :
a ] 2] 5 2 _| Belanja Marurny dan Jasa 3.000.000
a 4 3 PEMDINAAN PEKX 10,000,000
= B 3 5 2 | Beluuja Rarang dan Jasa 10,000,000
a ) - | Dukungan Pentngkatan Peran dan Fungsi Kader Pemberdaysan 8.000.000
“4 90 5 2 m-m- Barang dan .Jasa 0D
4 - - | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 121.500.000 i
2| 2 x - | SUB BIDANG PERTANIAN DAN PETERNAKAN 126.800.000
4 2 1 - | Peninghulon Produkal Tanaman Pangan (alat 14.000.000
4 2 1 5 2 | Dalanja Barang dau Jana
= 10.000.000
- 2 1| & 3 | Belwya Modid pU——
4 | 2 5 » | Paintihan/Bimtek/Pengenalan Tvkonologl Tepat GUDA UDTE 3.800,000
4 2 5| s lanja Ha d
5 5 2 Delanja Harang dan Jasu 3.500.000
& | 2 5] 5 | 2 |PRLATIHAN PEMBUATAN I'UI'UK ORGANTK 3.500.000
& 2 6 hnbnn:nmmuu/nnhmun Buluran Irigasi Tersler/ 45.000.000
—a | 6| & 3 | Relarju Mrrlu]
“2,.00u. 000
4 2 92 PFEMBANGUNAN /REHARILITAST / PENINGEATAN BUMUR BOR/ sum 60.000.000
Il 2 92| 5 3 | lislanj Modnl
50,000 000
4 2 o3 8 - llmtek/hhﬂhln/lﬂly-hhu untuk Pertanian/Peternakan 4.000.000
4 2 3| ¢ p
93 o 2 Belanje Barang dan Jasa 4.000.000
- 2 23| & 2 | Palutihan Pengembangan Pakan ternak Alternatift 4.000.000
4 3 - - | SUR RIDANG PENINGKATAN EAPASITAS APARATUR DESA 85.000.000
4 3 1 - | Peningkatan Kapasitas Kapain Dess 3,000,000
141 3 1] & 2 | Belanjn Bamng dan Jaga 3.000.000
4 3 2 - | Peningkatan Kapatitas Perangkut Desa 2.000.000
4 f 2] 5 2 | Balanja Barang dun Jasw 2.000.000 7
- - . AAN DARURAT DAN 298.010.083 T
g 1 : C BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA 66.000.000
5 1 1 o 66.000.000
5 1 LS 4 | Bel ‘ak Terduga 66.000.000
s 2 = SUB BIDANG KEADAAN DARTRAT <18.789
5 2 1 - | Penanganan Keadaan Dururat 418.739
5 | 2 1| 5 [ 4 | Belugja Tak Terduga 418.739
s | 3 . BUR BIDANG KEADAAN MENDESAK, B 331.891.314 ]
5 3 1 Pananganan Keadssn Mendcesuk 231.501.314




KODE REKENING URAIAN ANGGARAN
2

5 3 1| 5 4 | Bel Tak Terduga 331.591.314
= - . . . | JUMLAH BELARJA 2,010.212.013
T -| -| -|sumeLus/(PEVISIT) (38.656.013)
- - L] - | PEMBIAYAAN 88.686,013
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BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

DESA PASEKAN KECAMATAN EROMOKO KABUPATEN WONOGIRI

Sekretariat : Balai Desa Pasekan Kecamatar Eromokao

Kode Pos 57663
e —————— e

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PASEKAN
KECAMATAN EROMOKO KABUPATEN WONOGIRI

NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG

PRRSETUJUAN PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APRDes)
TAHUN ANGGARAN 2022

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PASEKAN,

Menimbang : 1. Bahwa berdasarkan kelentuan dalam Pasal 3 ayat (3) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 ilenlang Badan
Permusyawaralun  Desa, maka dipandang perlu untuk
memberikan Perselujuan,
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf
a, maka perlu menctapkan Kepulusan Badan Permusyawaratan
Desa tentang persetuan Penctapan Anggaran Pendapatan dan
RBelanja Desa tahun Anggaran 2022,

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang I’embentukan
Daerah-daerah Kabupalen dalam Lingkungan [Propinsi Jawa
Tengah sebagaimuna lelah diubah dengan Undang-Undang Nomor
9 Tahun 1965 tentang I'embhentukan Daerah Tingkat II WONOGIRI
dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Dacrah-dacrah Kabupaten Dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik  Indonesia
Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (lLembaran
Negara Republik Indonesin Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
lLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembarun Negara Republik Indonesis Tahun
2020 Nomot 245, Tambahan Tembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (L.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan lLembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 2415,
Tambahan Lembarun Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penelapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem
Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019
(Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang
Membahayakan Perekonomian Nasional dan/alau  Stabilitas
Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
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2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6515);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelnksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indoncsia Nomor 5339)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
47 Tahun 2015 (entang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor
43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Uudung
Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5717);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dand Desa
Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558)
scbagaimana telah diubah dengan Peruturan Pemerintah Nomor
22 Tahun 2015 tentang Perubahan Alas Peraluran Pemerintah
Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Repuhblik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tamhahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan
Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjulan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

Peraturan Presiden Republik Indoncsia Nomor 104 Tahun 2021
tentang Rincian Anggaran Dun Belanja Negara Tahun 2022
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2021 Nomor 260);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang
Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 5694);

Peraturan Meunteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pembamngunan Desa (Berita Negara Republik Indoncsia
Tahun 2014 Nomor 2094);

Peraluran Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berila
Negara Republik Indoncsia Tahun 2016 Nomor 6);

Perulwan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 teniang
Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 53);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang
Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 1037);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2010 tentang
Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 89);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa (Berila Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 611);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang
Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 1424);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 ientang
Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496),
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Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum
Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);

Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan
Nana Desa Tahun 2021 (Reritn Negara Republik Indonesin Tuliun
2021 Nomor 961);

Peraluran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2018
ientang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 4);

Peraluran Gubernur Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2018 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
di Provinsi Jawa Tengah (Berila Daerah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2018 Nomor 17);

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2018 (enlung
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Badan Usaha Milik Desa di
Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun
2018 Nomor 18);

Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor | Tahun 2016
tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri
Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembarun Daerah Kabupalen
Wonogiri  137) sebagaimana telah dinbah  dengan Peraturan
Dacrah Kabupalen Wonogiri Nomor 15 Tahun 2016 lentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kahupaten Wonogiri Nomor 1
Tahun 2016 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Wonogiri tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 148);

 Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2016

tentang Pembentukan Peraturan di Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Wonogini 1338),

Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 31 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupalen Wonogiri
Tahun 2019 Nomor 31 sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Bupati Nomor 39 tahun 2020 tentang pengelolaan
keuangan Desa (Berita daerah Kabupaten Wonogiri tahun 2020
nomor 39),

Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 56 Tahun 2019 lentang
Penetapan Hesaran Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Kepala
Desa Dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri
Tahun 2019 Nomar 56),

Peraturan DBupatl Wonogiri Nomor 10 Tahun 2020 tentang
Pengadaan Barang dan Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten
Wonogiri Tahun 2020 Nomor 10);

Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 69 Tahun 2021 tentang
Standarisasi Indeks Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Berila
Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2020 Nomor 71);

Peraturan Dupati Wonogiri Nomor 76 Tahun 2021 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapalan Dan Belanja Desa
Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tuhun
2021 Nomor 78);

Peraturan Desa Pasckan, Nomor 1 Tahun 2020 tentang
Kewenangan Desa (Lembaran Desa Pasekan Tahun 2020 Nomor

1);



31. Peraturan Desa Pasekan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa Pasckan Tahun 2020
(Lembaran Desa Pasekan Tahun 2020 Nomor 4);

32. Peraturan Desa Pasekan Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rencana
Kerja Pemerintah Desa Pasekan Tahun 2022 (Lembaran Desa
Pasekan Tahun 2021 Nomor 7 );

33. Peraturan Desa Pasekan Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan
peraturan desa P’asekan Nomor 4.tahun 2021 Tentang Rencana
Kerja Pemerintah Desa tahun anggaran 2022 (Lembaran Desa
Pasckan Tahun 2022 Nomor 2 ).

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : Menyetujui Penctapan Peratwran Desa tentang Angearan Pendapatan
dan Belanja Desa Pasekan Tahun Anggaran 2022 Desa;

KEDUA : Usul dan Saran Badan Pcrmusyawaratan Desa dalam membahas
Peraturan Desa tentang Pedoman Pembentukan Lembaga
Kemasyarakatan Desa, scbagaimana lerlampir dan  merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Kepulusan ini;

KETIGA :  Kepulusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditctapkan

Tembusan dikirim kepacla :

1. Bupali Wonogiri
2, Camat Eromoko.
3. Kepala Desa Pasekan



